LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2009 NOMOR 02

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 02 TAHUN 2009
TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN

PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

bahwa Pgak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan
sumber-sumber pendapatan Daerah, yang pemungutan,
pengadministrasian dan pemanfaatan serta penghapusan
piutangnya perlu  dilakukan dengan  sebaik-baiknya,
berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

bahwa Pgak Daerah dan Retribus Dagrah yang terutang dan tidak
dapat ditagih berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pgak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2001 tentang Retribus Daerah, dapat dihapuskan;

bahwa tata cara penghgpusan piutang pgak deerah dan retribug
deerah, berdasarkan Pasd 74 aya (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pgak Daerah dan Pasd 14 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribus
Daerah, perlu diatur dengan peraturan daerah;

bahwa berdasar pertimbangan pada huruf a, b dan c diaas,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pgjak Daerah dan Retribug Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pgak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah
Dan Retribus Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41; Tambahan Lembaan Negaa Nomor 3685)
sebaga mana tel ah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048) ;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pgak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat |1 Tarakan (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1997 Nomor 82, Tambahen
Lembaran NegaraRepublik Indonesa Nomor 3711);

Undang Nomor 32 Tawun 2004 tentang Pemerintshan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebaga mana
telah diubah terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 484);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pgjak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118; Tambahan Lembaran NegaraNomor 4138) ;
Perauran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribus
Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4139) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peagporan
Keuangan dan Kingja Indans Pemerinteh (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4614);

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Proping, Dan Pemeintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Dagrah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor
06 Seri D -01).

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota
Tarakan (Lembaran Dagrah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 08
Seri D-03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ddam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1  Pameainteh Dagrah addah KepdaDaarah dan Parangkat Daerah sshagal unaur
penydenggarapemerintahan daerah,

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K ota Tarakan yang selanjutnya disebut DPRD
add ah lembaga perwakilan rakyat daerah sebaga unsur penyd enggaraan pemerintah

daerah;

3. KepaaDaerah adalah Walikota Tarakan;
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Dinas Pendapatan, Pengd ol aan K euangan dan A set add ah Dinas Pendapatan,
Pengddlaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan,

KepdaDinas Pendgpatan, Pengd olaan K euangan dan Asat addlah KepalaDinas
Pendgpatan, Pengel olaan K euangan dan Aset Kota Tarakan;

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tarakan;

Badan addah bentuk badan usahayang mdiputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan ussha milik negara aau daerah dengan nama dan ddam
bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongd, koperad, yayasan atau
organisas yang sgenis, lembaga, dana pensun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha
lannya;

Pgak Daerah addah iuran wgib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan,
kepada daerah tanpa imbd an langsung yang saimbang, yang dapat dipaksskan berdasarkan
paauran perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyd enggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,

Retribus Daerah addah pungutan daerah sebaga pembayaran aas jasa aau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

Penghapusan piutang pgak dan piutang retribus secara bersyarat adalah
penghapusan piutang pgak dan piutang retribus daerah tanpa menghapuskan hak tagih
deerah;

Penghapusan piutang pgak dan piutang retribus secara mutlak addah penghapusan
piutang pajak dan piutang retribus daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah
terhadap wgib pgjak atau wgib retribug;

Wagjib Pgjak add ah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan
Perpgakan Daerah diwgibkan untuk mdakukan pembayaran pgak yang terutang termasuk
pemungut atau pemotong pajak tertentu;

Wagjib Retribus adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundangundangan retribus diwgibkan untuk meakukan pembayaran retribug,
termasuk pemungut atau pemotong retribus tertentu;

Pgak yang terutang addah Pgak yang harus dibayar oleh wagjib Pgak pada suatu s,
daam masa pgak, ddam tahun pgak atau ddam bagian tahun pgak menurut peraturan
perundangundangan perpg akan Daerah;

Retribus yang terutang addah Retribus yang harus dibayar oleh wgib retribus pada
Suatu saat ddam masa retribus ddam tahun retribus atau daam bagian tahun retribus
menurut peraturan perundang-undangan Retribus Daerah,

Surat Ketetgpan Pgak Dagrah yang sdanjutnyadisebut SKP-Daerah addah surat
ketetgpan pgak yang menentukan besarnyajumlah pokok pgak;

Surat Ketetgpan Pgak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnyadissbut SKPDKB addah aurat
ketetgpan pgak yang menentukan besarnyajumlah pokok pgak, jumlah kredit pgak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pgak, besarnya sankd adminidras dan jumlah yang
mas h harus dibayar;

Surat Ketetgpan Pgak Daarah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnyadissbout
SKPDKBT addah surat ketetgpan pgak yang menentukan tambahan atasjumlah pgak
yang ditetgpkan;

Surat Tagihan Pgak Daerah yang sdanjutnya dissbut STPD addah surat untuk

mel akukan tagihan pgak dan atau sanks administras berupa bunga dan atau denda;
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesdahan hitung dan atau kekeiruan ddam penergpan ketentuan tertentu ddam peraturan
perundang-undangan perpgakan dagrah yang terdgpa ddam Surat Ketetgpan Pgak
Dagrah, Surat Ketetgpan Pgak Dagrah Kurang Bayar, Surat Ketetgpan Pgak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pgak Lebih Bayar, Surat K etetgpan Pgjak
Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pgak Dagrah,

Sura Keputusan Keberatan addah sura keputusan aas keberatan terhadgp Surat
Ketetgpan Pgak Daerah, Surat Ketetgpan Pgak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetgpan
Pgak Dagrah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetgpan Pgak Lebih Bayar, Surat
Ketetgpan Pgak Dagrah
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